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ABSTRAK
Dengan adanya implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah membawa konsekuensi pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi publik di setiap wilayah di Indonesia. Maka dibentuklah Komisi Informasi sebagai sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan  UU nomor 14 Tahun 2008. Pada prakteknya tidak berjalan dengan baik sehingga diperlukan penelitian mengenai Eksistensi Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengn metode analisis deskriptif, dengan SWOT Analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta) , merupakan lembaga independen, namun dengan penganggaran melekat pada Dinas Kominfo Provinsi yang bersangkutan membuat Komisi Informasi yang bersangkutan memiliki keterbatasan dalam melakukan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran. Dalam hal SDM, PNS yang ditugaskan secara ex officio  pada sekretariat Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta), menyebabkan tugas dan fungsi sekretariat berjalan kurang maksimal. Berdasrarkan hasil, perlu dibentuk Pengawas Kinerja Komisi Informasi Jambi melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Gubernur, sebagai bahan evaluasi, sehingga kinerja Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta)  menjadi terarah dan terukur.  Penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk harmonisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Bentuk Kelembagaan Komisi Informasi di daerah. 

PENDAHULUAN 
Dengan adanya implementasi UU 14/2008
 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah membawa konsekuensi pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi publik di setiap wilayah di Indonesia. Menurut KBBI, Aspirasi
 merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Selain itu aspirasi juga merupakan usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai. Dalam hal ini sebuah aspirasi dari masyarakat atau publik kepada pemerintah. Apabila dilihat secara konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat, secara garis besar implikasi penerapan UU tersebut melekat pada dua pihak, yaitu pemerintah (pusat atau daerah) dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara yakni pemerintah, terdapat kewajiban pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pemerintah adalah semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik
, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. 
Implikasi penerapan UU KIP
 terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik
 terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik telah membawa konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan
. Pemerintah berperan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik dalam kehidupan masyarakat. Ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, perdagangan, pariwisata, serta mengurangi kesenjangan wilayah dengan memperluas akses informasi antara wilayah terpencil. Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut. Dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. 
Pemerintahan daerah dalam penerapan UU KIP
, pada tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten telah membentuk Komisi Informasi, yang berfungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Ditegaskan bahwa tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik. 
Komisi Informasi Pusat (KIP)
 adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan  Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 Mei 2010
 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota. 
POKOK PERMASALAHAN 
Berdasarkan hasil pengamatan awal (observasi) dari pendapat masyarakat atau lembaga di media online mengenai Komisi Informasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini yakni:

1. Terlihat dalam salah satu blog individu
 memaparkan pandangannya mengenai Komisi Informasi, yang pada prakteknya tidak berjalan dengan baik... Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tidak konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara atas akses informasi publik. .. Komisi Informasi telah mengalami disorientasi tugas pokok dan disfungsi kelembagaan. Yang seharusnya pelaksanaan tugas Komisi Informasi adalah fokus kepada pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik, tetapi kecenderungan yang ada saat ini menunjukkan Komisi Informasi tidak fokus pada tugasnya menyelesaikan sengketa informasi publik. Melainkan lebih banyak melakukan kegiatan selain tugas menyelesaikan sengketa informasi publik..
2. Dalam makalah ilmiah
 berjudul Peranan Komisi Informasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Kepulauan Riau, terlihat bahwa tidak semua komisioner dan pegawai paham prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap peranan lembaga komisi informasi dengan mengadakan workshop, seminar ataupun pembagian brosur kepada publik atau masyarakat, selain itu para komisioner dianggap belum tegas dalam memanggil yang bersengketa dalam melakukan mediasi..
3. Tulisan lembaga ORNOP
 memperlihatkan bagaimana kondisi Komisi Informasi dianggap mengalami keadaan disfungsi dan implementation error.. Komisi Informasi tidak mandiri menentukan anggarannya.. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi Pusat berada dalam pengaruh dan campur tangan Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Sedangkan Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berada dalam pengaruh dan kendali Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota. ..Ketidakmandirian Komisi Informasi khususnya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, menjadi tidak independen dan tidak profesional...Komisi Informasi mengalami disfungi penegakan hukum..Dengan adanya mekanisme banding yang memberi hak gugat kepada Badan Publik, maka fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesai sengketa informasi publik menjadi hilang dan berubah menjadi Lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, yang putusannya harus dianggap benar sampai ada putusan di atasnya yang membatalkan (berupa putusan PTUN atau putusan PN atau Putusan Kasasi MA).... Implementation error Komisi Informasi yang semula berkedudukan sebagai lembaga penyelesai sengketa dan kemudian berubah menjadi lembaga pengadilan tingkat pertama, mengakibatkan warga negara Pengguna/Pemohon Informasi Publik yang semata-mata menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik dan tidak melakukan sesuatu apapun yang merugikan Badan Publik, tiba-tiba dapat berubah status hukum menjadi seorang Tergugat di Pengadilan dan dapat dihukum untuk membayar biaya perkara apabila Pengadilan memenangkan pihak Badan Publik...Implementation Error penentuan periodesasi kepemimpinan Ketua/Wakil Ketua Komisi Informasi. Lazimnya yang berlaku di lembaga Komisi Negara lainnya, penentuan masa tugas Ketua/Wakil Ketua Komisi adalah mengikuti periodesasi keanggotaan Komisi. Namun, di Komisi Informasi hal itu dirubah menjadi 2 (dua) kali pergantian (kocok ulang) dalam periodesasi keanggotaan Komisi Informasi yang 4 (empat) tahun. Implementation eror ini cukup berdampak merugikan publik. Karena beberapa Komisi Informasi yang mengalami kasus gontok-gontokan dan kubu-kubuan diantara sesama anggota Komisi Informasi saat dilakukannya kocok ulang untuk memperebutkan kursi Ketua/Wakil Ketua Komisi Informasi, kinerjanya menjadi terganggu dan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik banyak yang terbengkalai tak terurus...Komisioner Komisi Informasi tidak dilarang untuk melakukan interaksi langsung dengan pihak Badan Publik yang pada saat bersamaan menjadi pihak Termohon Sengketa. secara langsung menempatkan posisi Komisioner Komisi Informasi pada situasi conflict of interest. .. tertutupnya akses publik untuk mempersoalkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi. ..Tidak ada ketentuan yang menegaskan berapa lama batasan waktu laporan/pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti, dan tidak ada kriteria yang menentukan apakah suatu laporan/pengaduan wajib ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. 
4. Dalam jurnal ilmiah
 berujudul Pelaksanaan Fungsi, Tugas Dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlihat beberapa poin penting mengenai Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Komisi Informasi Provinsi NTB telah terbentuk, akan tetapi belum dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara optimal.. masih memiliki banyak kendala dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, yaitu kurangnya anggaran, belum  memiliki kantor kesekretariat yang tetap dan memadai, serta kurangnya tenaga pendukung termasuk tenaga ahli dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang.
Permasalahan lain yang muncul adalah banyaknya Komisi Informasi yang belum terbentuk di seluruh propinsi dan kabupaten di Indonesia
. ICW, dalam laporannya menyebutkan bahwa banyak permasalahan yang timbul dikarenakan pemerintah daerah setengah hati menjamin hak publik atas informasi. Beberapa permasalahan yang timbul menurut ICW yakni: 
· Di Gorontalo, ketua KID yang belum lama ditetapkan ternyata memilih untuk mengundurkan diri karena tunjangan jabatan sebagai ketua KID lebih rendah dibanding tunjangan di pekerjaan sebelumnya.

· Di Jawa Barat, meski lembaga KID sudah terbentuk, juga masih menyisakan persoalan. Calon anggota KID yang gagal terpilih melakukan gugatan terhadap gubernur karena dianggap melakukan tindakan semena-mena, mengagalkan mereka untuk ikut fit and proper test tanpa alasan jelas.

· Di Jawa Tengah, komitmen pemerintah daerah cukup responsif atas dorongan masyarakat sipil untuk membentuk Komisi Informasi Daerah. Namun anggaran untuk KID tahun ini menurun dari 2 miliar menjadi 1 miliar dengan sekretariat KID masih bergabung dengan Dishub Infokom

· Di Jawa Timur, komitmen pemerintah daerah cukup responsif dalam membentuk Komisi Informasi Daerah.

· Di Sulawesi Selatan, Sekretariat KID bergabung di kantor dinas perhubungan dan Infokom. Terlihat tidak ada anggota KID yang memiliki latar belakang hukum, sehingga diprediksi akan kesulitan dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu mediasi dan ajudikasi non litigasi sengketa informasi.

RUMUSAN PERMASALAHAN
Dari pemaparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dipertajam menjadi mengenai Bagaimana Eksistensi Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika - BPPKI Jakarta) 
.

TUJUAN PENELITIAN
Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengayaan data empirik tentang gambaran (kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan) Komisi Informasi Daerah di wilayah kerja BPPKI Jakarta yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi dan Bangka Belitung.

 Sedang secara praktis, temuan riset ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemegang keputusan (Komisi Informasi Daerah, Kementerian Kominfo), sebagai referensi dalam menyikapi perkembangan kelembagaan Komisi Informasi Daerah di masa mendatang. Selain itu tentunya temuan penelitian ini diharapkan berguna dalam mendukung penyusunan kebijakan di Komisi Informasi Daerah. Serta, Kementerian Kominfo (melalui Dirjen Aptika IKP) dapat melakukan harmonisasi regulasi UU 14/2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).   
TINJAUAN TEORI
A. UU Keterbukaan Informasi Publik

Terkait dengan pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID), perlu dilihat dari sejarah terbentuknya Komisi Informasi itu sendiri. Komisi ini terbentuk atas dasar disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun fungsi pembentukannya  yakni: 

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

B. Komisi Informasi

Sesuai dengan yang tertuang dalam Bab VII UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Komisi Informasi; Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 

Komisi Informasi sendiri terbagi atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, sedangkan Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Komisi Informasi pertama kali berkerja melalui Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah. 

Dalam tugasnya secara umum Komisi Informasi: 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 2) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi sebagai lembaga yang melaksanakan (law applying) UU KIP, meskipun mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga yang memutus, namun tidak sesuai dengan definisi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menciptakan hukum (law creating). Hal ini dikarenakan hukum yang diputus oleh Komisi Informasi yang tidak keluar dari ranah UU KIP sebagai undang-undang yang membentuknya. Dengan melihat tugas, fungsi serta wewenangan Komisi Informasi yang diberikan UU KIP, memberikan Komisi Informasi sebagai pembuat kebijakan (policy), dan pengaturan (regulatory), serta pengawasan pelaksanan undang-undang. Kewenangan yang berasal dari undang-undang ini berimplikasi bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi dalam membuat kebijakan dan peraturan, termasuk petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik memiliki kekuatan hukum dan daya ikat terhadap subyek atau pihak yang diaturnya.

Komisi Informasi Daerah
Komisi Informasi Daerah pelaksanaannya sama dengan Komisi Informasi Pusat, hanya saja pembentukan serta pelaksanaannya di wilayah masing-masing daerah provinsi
.
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METODE PENELITIAN
DESAIN PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengn metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell
 dalam bukunya berjudul Research Design: Qualitatif, Quantitatif and Mixed Methods Approach, menyatakan  “Qualitative research is interpretative research. As such the blases, values and judgement of the researches become stated explicity in the research report. Such openness is considered to be useful and posetive” Sedangkan, metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiono
 “adalah metode yang digunakan untuk mengambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif diyakini mampu mengarahkan pencarian-pencarian konsep baru dari kombinasi antara perspektif yang diteliti dan perspektif peneliti  sendiri, melalui pendekatan yang mengedepankan kriteria empirik sensual dan empiric logic, sebagaimana halnya paradigma kualitatif modern sehingga akan lahir proposisi hipotetik baru melalui interpretasi proses dan makna dari suatu fenomena yang selanjutnya digunakan untuk membangun prediksi dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti.

SWOT Analisis
Untuk lebih memperdalam kualitaif ini Peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangkan panjang. Atau definisi analisis SWOT yang lainnya yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang perlu diingat baik-baik oleh para pengguna analisa ini, bahwa analisa SWOT ini semata-mata sebagai suatu sebuah analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi, dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang bagi permasalahan yang sedang dihadapi.

Analisi SWOT Sebagai Alat formulasi Strategi

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi,tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. hal ini disebut dengan analisis situasi yakni analisis SWOT.

[image: image2.png]PEMILHAN
avwsis | | Facton
UNGKUNGAN | STRATEGIS:
EKSTERNAL| | -poluang
Ancaman
@ 1w 2 s@/ sm s 7 8
css| [eous| (20055 ] [anse] (5083 [oum | [upre. | [evuss
winrsa| |-misi | |BUOAVA| | pacron| |ORATE| |auTen. | |MenTasi |oav
peru- | | Tuuan] [MANA | IstRare] |ViEW | |namF | |sTRa- | |penae
panan [okesi (R Has Ml Hten e Hoaua
sant | | sacan | |Homsa] gwor || Then | | eaxc
- Manajo|
men
puncak
4] e, Sl
IVPLEMEN-  LUASI
PEMILHAN
s PEMLIY TASI (Tahap 7) DAN
LINGKUNGAN | [STRATEGI PENGEN-
INTERNAL - Kekuatan DALAN
- Kelomahan (Tanap &)

FORMULASI STRATEGI
(TAHAP 1-6)




SWOT merupakan singkatan dari Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (hambatan)
. 
Strenght yaitu merupakan analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini.  Yang perlu di lakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju; Weaknesses yaitu analisi kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi; Opportunity yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang; serta Threats yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
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Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT 

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns, (1992) menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

                                     Tabel Matriks SWOT
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Dari Tabel diatas dapat diketahui bagaimana Matriks SWOT yang dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Sel A: Comparative Advantages. Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

2. Sel B: Mobilization. Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman  dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

3. Sel C: Divestment atau Investment. Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

4. Sel D: Damage Control. Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data
 yang dilakukan yakni wawancara mendalam/indepth interview, studi kepustakaan/ studi literatur serta  observasi lapangan.
Informan

Informan
 dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat lansung dengan masalah penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Dalam penelitian kualitatif ini, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling
, yakni proses penentuan informan, berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah 
Komisi Informasi Provinsi Jambi 
	Komisoner / Ketua/ Anggota Komisi Informasi Provinsi 
	:
	Muhamad Orinaldi, SE, M.Sak. (Ketua) 

	Pelaksana Komisi Informasi / Sekretariat
	:
	Suparno, SH (Sekertaris KI) 

	Sekretariat Daerah Provinsi (Sekda) / Diskominfo Provinsi
	:
	H. Sultan, SE. MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi) 

	Humas Provinsi
	:
	-

	Wartawan/LSM 
	:
	Dhani (Tribun Jambi)

	User* (masyarakat atau badan publik yang berinteraksi dengan Komisi Informasi)
	:
	-


Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung

	Komisoner / Ketua/ Anggota Komisi Informasi Provinsi 
	:
	Subardi (Wakil Ketua)

	Pelaksana Komisi Informasi / Sekretariat
	:
	Ahmad Fauzan (Sekretariat KID/ Diskominfo)

	Sekretariat Daerah Provinsi (Sekda) / Diskominfo Provinsi
	:
	Bapak Noviar (Kepala Diskominfo Provinsi Bangka)

	Humas Provinsi
	:
	Singgih (Kepala Seksi Pemberitaan)

	Wartawan/LSM 
	:
	Dodi (Redaktur Pelaksana Surat Kabar Bangka Pos)

	User* (masyarakat atau badan publik yang berinteraksi dengan Komisi Informasi)
	:
	-


Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

	Komisoner / Ketua/ Anggota Komisi Informasi Provinsi 
	:
	Emex Verzoni (Ketua)

	Pelaksana Komisi Informasi / Sekretariat
	:
	Johny (Sekretariat KID/ Diskominfo)

	Sekretariat Daerah Provinsi (Sekda) / Diskominfo Provinsi
	:
	Sanuludin (Sekretaris Dishubkominfo)

	Humas Provinsi
	:
	Jimmy (Kasubag Protokol)

	Wartawan/LSM 
	:
	-

	User* (masyarakat atau badan publik yang berinteraksi dengan Komisi Informasi)
	:
	-


Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

	Komisoner / Ketua/ Anggota Komisi Informasi Provinsi 
	:
	Narayana (Ketua)

	Pelaksana Komisi Informasi / Sekretariat
	:
	Wiwi Wijayanti dan Lukman Hakim (Sekertaris KI)

	Sekretariat Daerah Provinsi (Sekda) / Diskominfo Provinsi
	:
	-

	Humas Provinsi
	:
	Sama dengan Diskominfo

	Wartawan/LSM 
	:
	

	User* (masyarakat atau badan publik yang berinteraksi dengan Komisi Informasi)
	:
	-


LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja BPPKI Jakarta yang meliputi: Propinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan DKI Jakarta.
PEMBAHASAN

A. Komisi Informasi Provinsi Jambi 

Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Jambi berjumlah 5 (lima) orang
. Mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat, dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan wakil ketua, dipilih oleh para anggota Komisi Informasi Jambi melalui pemungutan suara anggota (musyawarah).

Anggota Komisi Informasi Jambi resmi dilantik pada tanggal 10 Januari 2014
. Namun, pasca pelantikan para komisioner (anggota) Komisi Informasi Jambi, tidak diiringi dengan pembentukan sekretariat, sehingga selama kurang lebih setahun Komisi Informasi Jambi kesulitan dalam menangani sengketa kasus yang ada. Sengketa yang masuk di Komisi Informasi Jambi untuk sementara dialihkan ke Komisi Informasi Pusat. 
Di awal tahun pembentukannya (2014) Komisi Informasi Jambi berada dibawah naungan Biro Humas Provinsi Jambi, dan di awal tahun 2016, Komisi Informasi Jambi dipindahkan dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (sesuai dengan amanah UU KIP No 14 tahun 2008). 
Sejak awal pembentukannya, Komisi Informasi Jambi dilanda konflik internal, sehingga banyak pihak berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut
 (Gubernur Jambi, Ombudsman, Komisi Informasi Pusat, serta pihak-pihak lainnya). Konflik tersebut mulai mereda pada bulan April 2016, setelah ada kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang berselisih paham. Sehingga persidangan kasus-kasus yang masuk ke Komisi Informasi Jambi (yang masuk ditahun 2014 dan 2015) baru mulai dilakukan pada tahun 2016.

Komisi Informasi Provinsi Jambi
 memiliki visi yakni menjadi lembaga yang mandiri dan kredibel, serta sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Provinsi Jambi. Sedangkan misinya yakni optimalisasi Komisi Informasi sebagai Pusat Penyelesaian Sengketa
, dimana lembaga ini akan mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mampu menjadi titik dari kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani dengan berpedoman pada kepuasan para pihak yang bersengketa dan aturan perundang-undangan yang berlaku
.

Penyelenggara pelayanan secara PRIMA - dimana lembaga ini akan mendorong terciptanya pelayanan yang P (Positif- menanggapi segala keluhan yang diterima sebagai hal yang positif, non diskriminatif serta tidak memihak), R (Rinci-memberikan informasi yang diberikan secara rinci,detail dan menyeluruh sesuai dengan tata aturan yang berlaku), I (I- Imbang memberikan pelayanan yang dikehendaki secara seimbang bahkan pada pihak- pihak yang bersengketa sekali pun). M (Mandiri-bebas tidak terikat dan berafiliasi dengan lembaga-lembaga lain selama terkait dengan sengketa yang dihadapi) dan A (Atraktif-memberi pelayanan secara menarik dengan tetap mengacu pada keterbukaan, kecepatan dan ketepatan atas informasi yang digunakan). Serta melakukan Edukasi Publik - Dimana lembaga ini akan mendorong terwujudnya masyarakat yang tebuka terhadap informasi, baik yang dibutuhkan (yang sesuai kebutuhan sendiri) maupun yang diharapkan (yang sesuai dengan kebutuhan publik).

Kelembagaan Komisi Informasi Jambi
Sejak dibentuk 10 Januari tahun 2014, sampai dengan akhir Desember 2015, Komisi Informasi Jambi masih dibawah Humas Prov. Jambi, dan selama periode itu kondisi Komisi Informasi Jambi diwarnai konflik internal
. Hingga pada Januari 2016, Komisi Informasi Jambi mulai dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Jambi. Namun permasalahan konflik internal masih tetap terjadi. Hal ini membuat keadaan tidak kondusif. Dalam internal Komisi Informasi Jambi, tampak terpecah menjadi 2 kelompok
. Kelompok yang mendukung ketua terpilih (saat itu), dan kelompok yang tidak mendukung
. Hal ini dikarenakan pada awal dilantik, ada kesepakatan internal diantara para pengurus Komisi Informasi Jambi bahwa masa jabatan Ketua Komisi Komisi Informasi Jambi, hanya 1 tahun periode saja. Dalam perjalanannya, kesepakatan itu dilanggar
, sehingga terjadinya konflik di internal dalam pemilihan Komisi Informasi Jambi. Oleh karena konflik yang terus menerus di internal Komisi Informasi Jambi, akhirnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi membekukan anggaran Komisi Informasi Jambi. 

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
, jika terjadi konflik internal, otomatis kegiatan di dalam internal Komisi Informasi Jambi tidak berjalan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tidak bisa membayarkan hak-hak anggota Komisi Informasi Jambi sepanjang tidak ada pertanggung jawaban kegiatan yang mereka lakukan
. 1 April 2016
, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memanggil rapat seluruh komisioner. Dipimpin oleh Sekda Provinsi Jambi, disepakati perdamaian di antara dua kelompok komisioner Komisi Informasi Jambi. Komisi Informasi Jambi akan melakukan pemilihan ketua baru, dengan perjanjian ketua yang terpilih sebelumnya diganti. Dan disepakati juga, sepanjang konflik belum terselesaikan maka konsekuensinya anggaran Komisi Informasi Jambi tidak akan dicairkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 
. Sehingga saat ini Komisi Informasi Jambi dipimpin oleh ketua yang baru, hingga periode 2017 masa kepemimpinan berakhir. 

Berkaitan dengan kinerja Komisi Informasi Jambi 
, oleh karena sejak awal didirikan hingga masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selalu konflik internal, maka otomatis kegiatan Komisi Informasi Jambi  tidak berjalan
. Namun setelah April 2016, setelah adanya kesepakatan internal Komisi Informasi Jambi , kegiatan baru berjalan oleh Komisi Informasi Jambi . 

Sampai saat ini, total kasus yang masuk ke Komisi Informasi Jambi  sebanyak 102 kasus. Yang telah diselesaikan 11 kasus
. Dan 11  kasus itu adalah kasus tunggakan terdahulu waktu Komisi Informasi Jambi  masih di Biro Humas (2015)
, bukan kasus yang saat ini yakni saat Komisi Informasi Jambi  masuk ke Dinas Kominfo (2016). 11 kasus tersebut juga selesai dengan sendirinya
, karena pihak tergugat maupun penggugat tidak hadir pada saat sidang Komisi Informasi Jambi . Hal tersebut terlihat dari risalah 5 kali sidang (dilakukan 2016) yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Jambi untuk menyelesaikan kasus yang masuk tahun 2015
. Jadi dapat dikatakan belum ada kinerja penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Jambi 
.

Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi

Dasar hukum  pembentukan Komisi Informasi Jambi secara eksplisit telah termuat dalam UU KIP, namun dipertegas dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 622/ Kep.Gub/HMP.1.3/2013
. Dan  secara tugas pokok dan fungsi dibentuk Sekretariat untuk membantu kinerja para komisioner
. 

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Komisi Informasi Jambi dipegang oleh pejabat eselon III dengan surat penugasan dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi
. Sekretariat Komisi Informasi Jambi adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Jambi dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Jambi. Sekretariat Komisi Informasi secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Diskominfo Provinsi Jambi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Tugas inti dari Sekretariat Komisi Informasi Jambi adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi, sedangkan fungsi sekretariat Komisi Informasi Jambi terdiri dari Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program; Penyediaan dukungan administrasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan; dan Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. 

Sesuai dengan  instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, di tahun 2016, segala persoalan yang menyangkut sengketa informasi dimasukkan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Cabang
 yakni di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jika tidak terselesaikan naik ke PPID Induk yakni di Dinas Kominfo, kemudian baru masuk ranah Komisi Informasi Jambi
.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan Sekretariat Komisi Informasi Jambi terdiri atas: Kepala Sekretariat (1 Orang), PPTK (1 Orang), Staf PPTK (2 Orang), Panitera Pengganti (1 Orang), Staf Tenaga Ahli (1 Orang), serta Office Boy (1 Orang). Dalam pelaksanaannya
, semua staf sekretariat KI merupakan tenaga (PNS) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Pelibatan PNS tersebut dilibatkan secara ex officio, atau penugasan penuh melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan, maka, maka matrik analisis SWOT yang terlihat adalah sebagai berikut: 

Strengths (S) / Kekuatan
1. Komisi Informasi Jambi didirikan sesuai implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
 

2. Komisi Informasi Jambi berlandaskan implementasi UU 14/2008 untuk mengatasi sengketa informasi di wilayah Provinsi Jambi

3. Melalui Dinas Kominfo menyediakan anggaran (1,8 Milliar terpotong penghematan hingga saat ini menjadi 880 juta-2016) bagi terlaksananya kegiatan Komisi Informasi Jambi

4. Komisi Informasi Jambi didukung oleh pemerintah pusat maupun provinsi (PERaturan GUBernur Jambi)

5. Komisi Informasi Jambi didukung oleh SDM Anggota Komisi Informasi yang kompeten di bidang penyelesaian sengketa informasi

6. Jika PPID Jambi tidak dapat memberikan informasi maka permasalahan informasi menjadi kasus sengketa di Komisi Informasi Jambi
.

Weakness (W) / Kelemahan

1. Komisi Informasi Jambi terdera permasalahan konflik internal
 (terbentuk 2 kelompok pendukung calon ketua tertentu) sehingga kegiatan Komisi Informasi Jambi tidak berjalan lancar

2. Banyaknya program di Komisi Informasi Jambi yang belum sepenuhnya berjalan sempurna (dari 102 kasus, hanya selesai 11 kasus
)

3. Cakupan wilayah sosialisasi yang terlalu luas dan jumlah SDM sekretariat Komisi Informasi Jambi yang kompeten tidak mencukupi
.
4. Anggaran yang diterima Komisi Informasi Jambi (1,8 Milliar terpotong penghematan hingga saat ini menjadi 880 juta-2016) dinilai kurang oleh Anggota Komisi Informasi Jambi untuk melaksanakan kegiatan di Komisi Informasi Jambi

5. Tidak adanya pengawas kinerja Komisi Informasi Jambi, menyebabkan tidak adanya ukuran kinerja Komisi Informasi Jambi
.

6. Komisi Informasi Jambi belum melakukan sosialisasi melalui aplikasi teknologi
 (jejaring sosial, FB, Twitter, email, chat, dsb)

7. Komisi Informasi Jambi belum memiliki SOP khusus (berlaku internal-sekretariat)

8. PNS yang ditugaskan secara ex officio
 pada sekretariat Komisi Informasi Jambi, menyebabkan tugas dan fungsi sekretariat berjalan kurang maksimal karena beberapa staf belum memahami tugas pokoknya dalam struktur kesekretariatan tersebut
; 

9. Belum jelasnya penataan struktur, tugas dan fungsi kesekretariatan, menyebabkan rendahnya kinerja yang dihasilkan; Arus administrasi dan surat menyurat yang belum tertata serta rentang birokrasi keuangan dan administrasi yang panjang, karena belum terpusat pada kesekretariatan Komisi Informasi Jambi
; 

10. Keterlambatan dalam anggaran, serta penyusunan perancangan anggaran dikarenakan konflik internal yang terjadi di dalam Komisi Informasi Jambi yang melibatkan komisioner
; sehingga Dinas Kominfo sebagai induk anggaran tidak mencairkan selama konflik internal tersebut tidak selesai
. 

11. Bentuk kelembagaan Komisi Informasi Jambi, merupakan lembaga independen, namun dengan penganggaran melekat pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Dalam artian jumlah anggaran yang diterima oleh Komisi Informasi Jambi, secara otomatis mengurangi jumlah anggaran yang seharusnya diterima oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Jambi bukan anggaran khusus yang diterima secara langsung melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
.

12. Anggaran tidak dikelola sendiri secara mandiri oleh Sekretariat Komisi Informasi Jambi karena masih dititipkan, berada pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi, sehingga dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Komisi Informasi masih bergantung pada anggaran yang dapat diberikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi
. 

13. Penentuan besaran anggaran ditentukan atau berdasar pada kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jambi, sehingga sekretariat yang dibentuk untuk mendukung Komisi Informasi di daerah yang bersangkutan dapat mengajukan kebutuhan-kebutuhan untuk dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya
. 

14. Kendala anggaran yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi Informasi Jambi
 antara lain karena anggaran masih menempel pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi sehingga Komisi Informasi Jambi mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran
.

15. Kendala lain yang dihadapi adalah anggaran yang diperoleh hanya cukup untuk biaya operasional, honor dan gaji serta tunjangan pegawai negeri sipil. Untuk anggaran menjalankan tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam bentuk program tidak banyak yang didapatkan. Kondisi ini jelas akan memperlemah dan mempersulit Komisi Informasi untuk merealisasikan tujuan UU KIP yaitu dalam Pasal 3
. 

16. Komisi Informasi Jambi atau Dinas Kominfo Provinsi Jambi belum pernah melakukan jejak pendapat ke masyarakat Jambi mengenai eksistensi Komisi Informasi Jambi
, sampai dimana kepuasan masyarakat tentang keberadaan Komisi Informasi Jambi
.  

Opportunities (O) / Peluang
1. Komisi Informasi Jambi menjadi salah satu lembaga provinsi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa informasi jika masalah tidak dapat di selesaikan di PPID.
2. Komisi Informasi Jambi  bekerjasama dengan pihak swasta (LSM, Universitas, Sekolah, dsb) melakukan kegiatan sosialisasi kepada masayarakat mengenai keterbukaan informasi publik

3. Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jambi yang masih belum paham implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh
.
4. Banyaknya pendapat yang simpang siur mengenai implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

5. Komisi Informasi Jambi dapat menjalin  kerja sama dengan LSM/Media/Universitas
 yang memiliki minat yang sama untuk keterbukaan informasi
.
Treaths (T) / Tantangan

1. Adanya pengetahuan publik (media) mengenai konflik internal di Komisi Informasi Jambi dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Jambi itu sendiri
. 
2. Sikap Masyarakat (media) yang tidak tahu dengan program yang dibuat Komisi Informasi Jambi
, bahkan masyarakat (media) ada juga yang tidak mengetahui keberadaan Komisi Informasi Jambi
. 

3. Komisi Informasi Jambi  dianggap hanya sebagai penambah lembaga di tingkatan provinsi oleh masyarakat (media) Jambi.

4. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pelaksana Dinas Kominfo dengan Komisi Informasi Jambi

STRATEGI MENGATASI 

Ada empat jenis strategi dalam analisa SWOT yaitu strategi SO (kekuatan peluang), strategi WO (kelemahan peluang), strategi ST (kekuatan ancaman), dan strategi WT (kelemahan ancaman). 

Strategi  Strengths (S) - Opportunities (O) SO
Strategi SO (Strengths - Oportunities) Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. 
Sebaiknya Komisi Informasi Jambi menggunakan dukungan yang ada untuk meningkatkan jumlah saluran komunikasi yang digunakan, sehingga program  implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saluran komunikasi yang telah digunakan dimaksimalkan, dan dengan anggaran yang ada saluran komunikasi ditambah, misalnya dengan sosialisasi langsung ke masyarakat, maupun iklan di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media digital (internet).

Strategi  Weakness (W) - Opportunities (O) WO

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

Meningkatkan komunikasi yang efektif antar Dinas Kominfo dengan Komisi Informasi Jambi, sehingga kinerja yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan meningkatkan rapat koordinasi terjadwal di internal Komisi Informasi Jambi.

Strategi  Strengths (S) - Treaths (T) ST

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
Membuktikan kepada semua pihak yang meragukan program di Komisi Informasi Jambi, dengan berbagai aksi yang lebih nyata. Misalnya, menampilkan ke masyarakat bahwa akses untuk memperoleh informasi publik semakin mudah. Sehingga menunjukkan bahwa program Komisi Informasi Jambi  ini dapat berkontribusi bagi usaha membuka informasi publik di Provinsi Jambi.
Strategi  Weakness (W) - Treaths (T) WT

Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelamahan internal serta menghindari ancaman eksternal.

Personil Komisi Informasi Jambi hendaknya meningkatkan keluasan koneksi, sehingga program Komisi Informasi Jambi ini bisa diketahui masyarakat luas walaupun dengan personil yang tidak banyak. Misalnya dengan menggunakan media internet (jejaring sosial, FB, Twitter, email, chat, dsb).
B. Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung 

Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung berjumlah 5 (lima) orang. Mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat, dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan wakil ketua, dipilih oleh para anggota Komisi Informasi Bangka Belitung melalui pemungutan suara anggota (musyawarah). Pemilihan ketua dipilih setiap dua tahun masa jabatan oleh para anggotanya
. Tugas ketua dan wakil ketua lebih mengarah ke arah membangun hubungan dengan instansi lain, serta melakukan manajerial di internal Komisi Informasi Bangka Belitung. Sedangkan bidang lainnya yakni Bidang Kelembagaan; Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi; serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi lebih mengarah ke tugas yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung resmi dilantik pada tanggal 12 Desember 2013
. Dengan tidak dibarengi dengan pembentukan sekretariat, maka sekretariat yang ada di Komisi Informasi Bangka Belitung merupakan staf honorer yang direkrut oleh Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung untuk ditempatkan di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung. 

Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung memiliki visi yakni : terselenggaranya fungsi tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dengan efektif dan efisien serta  mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan misinya yakni menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; Menyusun dan menyelenggarakan standar pelayanan informasi publik; dan, menyusun kebijakan umum pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Pusat.

Seperti komisi informasi daerah lainnya, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung memiliki Tugas Pokok Dan Fungsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, yakni menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah Provinsi Bangka Belitung melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi.

Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung

Hingga saat ini, jumlah perkara yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung hanya berjumlah 5 (permohonan) itu pun untuk perkara tahun 2014
, dan hingga saat ini (2016) belum ada perkara yang masuk ke Komisi Informasi Bangka Belitung. Hal tersebut membuat pelaksanaan tugas Komisi Informasi Bangka Belitung belum berjalan maksimal, sesuai dengan yang tertuang dalam pemberitaan website internal Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung
,

Kelembagaan Komisi Informasi Bangka Belitung
Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung
Dasar hukum  pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung secara eksplisit telah termuat dalam UU KIP, namun dipertegas dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung. Dan  secara tugas pokok dan fungsi dibentuk Sekretariat untuk membantu kinerja para komisioner. 

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung dipegang oleh pejabat eselon III dengan surat penugasan (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung. Sekretariat Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Bangka Belitung dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Bangka Belitung. Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Tugas inti dari Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi, sedangkan fungsi sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung terdiri dari Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program; Penyediaan dukungan administrasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan; dan Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. 

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan susunan Komisi Informasi Bangka Belitung terdiri dari 5 komisioner, terdiri dari Ketua Komisi (1 Orang), Wakil Ketua (1 orang), Koordinator bidang kelembagaan (1 orang), Kordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (1 orang), dan Kordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (1 orang). Sedangkan Sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung untuk saat ini terdiri dari dua orang PNS (Dinas Kominfo), serta lainnya adalah pegawai kontrak (honorer). Adapun tugasnya yakni Sekretaris (1 orang-PNS), Bagian Keuangan (1 orang-PNS), sedangkan lainnya adalah Honorer. Dalam pelaksanaannya, semua staf sekretariat merupakan tenaga PNS dan honorer dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. Pelibatan PNS tersebut dilibatkan secara ex officio, atau penugasan penuh melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung. 

TEMUAN PENELITIAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan, maka, maka matrik analisis SWOT yang terlihat adalah sebagai berikut: 
Strengths (S) / Kekuatan

1. Komisi Informasi Bangka Belitung didirikan sesuai implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
. Serta di bentuk melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bangka Belitung pergub 48 tahun 2014
, untuk mengatasi sengketa informasi di wilayah Provinsi Bangka Belitung
. 

2. Komisi Informasi Bangka Belitung mengkoordinir PPID yang ada di Bangka Belitung
.

3. Melalui Dinas Kominfo menyediakan anggaran (700-an juta - 2016) bagi terlaksananya kegiatan Komisi Informasi Bangka Belitung
.

4. Gubernur Provinsi Bangka Belitung mengesahkan komisioner Komisi Informasi Bangka Belitung, berdasarkan fit and proper tes yang diadakan oleh DPRD Provinsi Bangka Belitung
 

5. Seluruh kabupaten atau walikota di wilayah Bangka Belitung belum membentuk Komisi Informasi, maka secara otomatis kasus sengketa informasi yang masuk menjadi kasus sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung
.

6. Komisi Informasi Bangka Belitung sudah menggunakan aplikasi teknologi untuk menyebarkan pesan ke masyarakat (yakni Facebook, Website, Blog dsb)

Weakness (W) / Kelemahan

1. Komisi Informasi Bangka Belitung belum memiliki SOP khusus (berlaku internal-sekretariat)

2. Komisi Informasi Bangka Belitung belum memiliki sekretariat, karena sekretaris belum ada
, dalam hal ini sekretariat masih PNS yang ditugaskan secara ex officio dari Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung. Dengan adanya perubahan PP no 32 tahun 2014, menengenai perubahan struktur pemerintahan, sehingga tidak dimungkinkan untuk pembentukkan struktur baru untuk mendukung Komisi Informasi Bangka Belitung sendiri
.

3. SDM sekretariat belum ada Komisi Informasi Bangka Belitung, sehingga diperlukan orang-orang yang berkompenen di bidangnya
.

4. Karena belum tertera pembentukan sekretariat Komisi Informasi Bangka Belitung dalam PerGub 48 tahun 2014
, menyebabkan Komisi Informasi Bangka Belitung belum memiliki sekretariat
, serta  tidak didukung oleh SDM Sekretariat yang maksimal
.

5. Bentuk kelembagaan Komisi Informasi Bangka Belitung, merupakan lembaga independen, namun dengan penganggaran melekat pada Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung
.

6. Anggaran yang diperoleh hanya cukup untuk biaya minimal operasional
. Dan untuk kegiatan masih sangat kurang sekali
. 

7. Pembentukan Komisi Informasi Bangka Belitung disertai adanya beban anggaran pada Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung
.

8. Komisi Informasi Bangka Belitung atau Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung belum pernah melakukan jejak pendapat ke masyarakat Bangka Belitung mengenai eksistensi Komisi Informasi Bangka Belitung, sampai dimana kepuasan masyarakat tentang keberadaan Komisi Informasi Bangka Belitung
.  

9. Untuk lokasi kantor Komisi Informasi Bangka Belitung yang terletak di dalam gedung Gubernur Provinsi Bangka Belitung membuat masyarakat sungkan untuk datang
.

10. Kasus yang masuk ke Komisi Informasi Bangka Belitung sejumlah 5 permohonan sengketa (2014-2016), namun tidak tertangani karena tidak adanya panitera
 di Komisi Informasi Bangka Belitung
.

11. SDM sekretariat masih sangat kurang untuk mendukung kinerja Komisi Informasi Bangka Belitung
.  

Opportunities (O) / Peluang

1. Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Bangka Belitung yang masih belum paham implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh
.

2. Komisi Informasi Bangka Belitung menjadi salah satu lembaga provinsi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa informasi jika masalah tidak dapat di selesaikan di PPID, sengketa yang masuk adalah dari individu maupun dari LSM
.

3. Komisi Informasi Bangka Belitung dapat menjalin kerjasama dengan LSM/NGO/Media/Universitas yang memiliki minat yang sama untuk keterbukaan informasi
.

4. Komisi Informasi Bangka Belitung belum maksimal menggunakan sarana media internet
. 

Treaths (T) / Tantangan

1. Sikap Masyarakat yang tidak tahu dengan program yang dibuat Komisi Informasi Bangka Belitung
, bahkan masyarakat tidak tau keberadaan Komisi Informasi Bangka Belitung
, sehingga dibutuhkan sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai permohonan informasi
, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan jika masyarakat menginginkan informasi dari badan publik
.

2. Komisi Informasi Bangka Belitung dianggap hanya sebagai penambah lembaga di tingkatan provinsi oleh masyarakat (media) Bangka Belitung
.

3. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pelaksana Dinas Kominfo dengan Komisi Informasi Bangka Belitung

4. Komisi Informasi Bangka Belitung bisa langsung ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan kinerjanya
.

5. Masyarakat Bangka Belitung biasanya langsung ke media jika ada keinginan mereka untuk mengetahui suatu informasi mengenai pemda
.

STRATEGI MENGATASI 

Ada empat jenis strategi dalam analisa SWOT yaitu strategi SO (kekuatan peluang), strategi WO (kelemahan peluang), strategi ST (kekuatan ancaman), dan strategi WT (kelemahan ancaman). 

Strategi  Strengths (S) - Opportunities (O) SO
Strategi SO (Strengths - Oportunities) Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. 
Sebaiknya Komisi Informasi Bangka Belitung menggunakan dukungan yang ada untuk meningkatkan jumlah saluran komunikasi yang digunakan, sehingga program  implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saluran komunikasi yang telah digunakan dimaksimalkan, dan dengan anggaran yang ada saluran komunikasi ditambah, misalnya dengan sosialisasi langsung ke masyarakat, maupun iklan di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media digital (internet).

Strategi  Weakness (W) - Opportunities (O) WO

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

Meningkatkan komunikasi yang efektif antar Dinas Kominfo dengan Komisi Informasi Bangka Belitung, sehingga kinerja yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan meningkatkan rapat koordinasi terjadwal di internal Komisi Informasi Bangka Belitung.

Strategi  Strengths (S) - Treaths (T) ST

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
Membuktikan kepada semua pihak yang meragukan program di Komisi Informasi Bangka Belitung, dengan berbagai aksi yang lebih nyata. Misalnya, menampilkan ke masyarakat bahwa akses untuk memperoleh informasi publik semakin mudah. Sehingga menunjukkan bahwa program Komisi Informasi Bangka Belitung  ini dapat berkontribusi bagi usaha membuka informasi publik di Provinsi Bangka Belitung.
Strategi  Weakness (W) - Treaths (T) WT

Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelamahan internal serta menghindari ancaman eksternal.

Personil Komisi Informasi Bangka Belitung hendaknya meningkatkan keluasan koneksi, sehingga program Komisi Informasi Bangka Belitung ini bisa diketahui masyarakat luas walaupun dengan personil yang tidak banyak. Misalnya dengan menggunakan media internet (jejaring sosial, FB, Twitter, email, chat, dsb).
C. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu 

Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berjumlah 5 (lima) orang. Mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat, dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan wakil ketua, dipilih oleh para anggota Komisi Informasi Bengkulu melalui pemungutan suara anggota (musyawarah). Pemilihan ketua dipilih setiap dua tahun masa jabatan oleh para anggotanya. Tugas ketua dan wakil ketua lebih mengarah ke arah membangun hubungan dengan instansi lain, serta melakukan manajerial di internal Komisi Informasi Bengkulu. Sedangkan bidang lainnya yakni Bidang Kelembagaan; Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi; serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi lebih mengarah ke tugas yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.Pembentukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu diawali dengan proses seleksi sejak Bulan Mei 2013 hingga pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu pada Bulan Oktober 2013. KI Provinsi Bengkulu Periode 2013-2017 dikukuhkan oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 30 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : V.502.XV Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013. KI Provinsi Bengkulu berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Adapun visinya yakni sebagai lembaga yang kredibel, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendorong budaya transparansi di Provinsi Bengkulu. Sedangkan misinya yakni Penguatan eksistensi dan penataan kelembagaan melalui optimalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta deregulasi; Mewujudkan partisipasi publik dan mendorong kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik; Menyelesaikan sengketa informasi publik secara baik, transparan, taat asas, profesional dan proporsional serta akuntabel.

Sedangkan fungsinya, sama dengan fungsi Komisi Informasi, yakni lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Bertugas, menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik. Dengan wewenang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu  memiliki wewenang: Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Program kerja Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yakni Jangka Pendek terdiri dari Konsolidasi dan penguatan struktur kelembagaan; Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia; Melaksanakan konsultasi dan koordinasi internal dan eksternal; Mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan-badan publik; Mendorong tersedianya saluran informasi di setiap badan-badan publik melalui media elektronik dan/atau non elektronik.Untuk tujuan Jangka Menengah, yakni Melaksanakan edukasi, sosialisasi dan advokasi;Tersedianya asisten ahli dan tenaga ahli; Menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam mendukung keterbukaan informasi; Optimalisasi penyelesaian sengketa informasi.Dan Jangka Panjang, yakni Penguatan edukasi, sosialisasi dan advokasi; Penelitian dan pengembangan keterbukaan informasi publik; Monitoring dan evaluasi badan-badan publik serta dampak keterbukaan informasi publik; Memberikan penghargaan kepada badan-badan publik yang telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik; Pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Jumlah sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu hingga saat ini berjumlah 98, terbagi atas tahun 2014 (28 sengketa informasi), tahun 2015 (56 sengketa informasi), serta tahun 2016 (14 sengketa informasi)
. 
Kelembagaan Komisi Informasi Bengkulu
Dasar hukum  pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Bengkulu secara eksplisit telah termuat dalam UU KIP, namun dipertegas dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu. Dan  secara tugas pokok dan fungsi dibentuk Sekretariat untuk membantu kinerja para komisioner. 

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Komisi Informasi Bengkulu dipegang oleh pejabat eselon III dengan surat penugasan (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu
. Sekretariat Sekretariat Komisi Informasi Bengkulu adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Bengkulu dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Bengkulu. Sekretariat Komisi Informasi Bengkulu secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Tugas inti dari Sekretariat Komisi Informasi Bengkulu adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi, sedangkan fungsi sekretariat Komisi Informasi Bengkulu terdiri dari Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program; Penyediaan dukungan administrasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan; dan Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. 

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan susunan Komisi Informasi Bengkulu terdiri dari 5 komisioner, terdiri dari Ketua Komisi (1 Orang), Wakil Ketua (1 orang), Koordinator bidang kelembagaan (1 orang), Kordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (1 orang), dan Kordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (1 orang). 

Sedangkan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terdiri atas: Kepala Sekretariat (1 Orang), PPTK (1 Orang), Staf PPTK (2 Orang), Panitera Pengganti (1 Orang), Staf Tenaga Ahli (1 Orang), serta Office Boy (1 Orang). Dalam pelaksanaannya, semua staf sekretariat Komisi Informasi merupakan tenaga (PNS) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu. Pelibatan PNS tersebut dilibatkan secara ex officio, atau penugasan penuh melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan, maka, maka matrik analisis SWOT yang terlihat adalah sebagai berikut: 
Strengths (S) / Kekuatan
1. Komisi Informasi Bengkulu didirikan sesuai implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
. Dibentuk melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : V.502.XV Tahun 2013 Tanggal 23 Desember 2013, untuk mengatasi sengketa informasi di wilayah Provinsi Bengkulu
. 

2. Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi bagi publik atau masyarakat, dengan menyediakan anggaran yang memadai bagi Komisi Informasi Bengkulu untuk melaksanakan kegiatannya
.

3. Komisi Informasi Bengkulu sebagai penguat Keterbukaan Informasi bagi masyarakat, demi terciptanya pemerintahan yan transparan
.

4. Fasilitas kantor yang memadai
, didukung oleh anggaran APBD melalui Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu

5. Melakukan strategi terencana, dimulai tahun 2014, mendorong pembentukan Komisi Informasi Bengkulu, 2015 melakukan penguatan kelembagaan, 2016 melakukan evaluasi kinerja Komisi Informasi Bengkulu
.

6. Jumlah sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu meningkat dari tahun ke tahun, dan  hingga saat ini berjumlah 98 sengketa informasi, (tahun 2014 terdapat 28 sengketa informasi, tahun 2015 terdapat 56 sengketa informasi, serta tahun 2016 terdapat 14 sengketa informasi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Informasi Bengkulu)

7. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sudah memiliki website tersendiri untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai kinerja Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

8. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu menyediakan anggaran di tahun 2016 sebesar 1,3 milliar bagi terlaksananya kegiatan Komisi Informasi Bengkulu (alokasi anggaran 2014 sebesar 1,3 M; alokasi anggaran 2015 sebesar 1,7 M) 
.

9. Komisi Informasi Bengkulu secara otomatis menangani kasus sengketa informasi jika PPID di SKPD tidak bisa menangani keinginan informasi dari masyarakat
.

10. Komisi Informasi Bengkulu memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sendiri, namun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masih bergabung dengan Dishubkominfo Provinsi Bengkulu
.

11. Komisioner Komisi Informasi Bengkulu langsung melakukan rapat rutin dengan gubernur
.

Weakness (W) / Kelemahan

1. Komisi Informasi Bengkulu sudah memiliki sekretariat, diisi oleh staf PNS serta staf honorer dari Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, yang ditugaskan secara ex officio dari Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu
. Dalam hal ini sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat yakni Plt Kepala Sekteratiat yang ditugaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu
.

2. Dalam segi penganggaran, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sangat tergantung sekali dengan Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, mengingat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
.

3. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat salah persepsi yakni menganggap Komisi Informasi Provinsi Bengkulu seperti pusat data atau pusat dokumen pemerintah daerah, sehingga banyak masyarakat yang datang dan meminta data atau dokumen pemerintah daerah
.  

4. Adanya kesalahan persepsi dari masyarakat, menganggap Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sebagai PPID di tingkat Provinsi
.

5. Dalam hal anggaran, Komisi Informasi Bengkulu merupakan lembaga independen, namun dengan penganggaran melekat pada Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, menyebabkan kegiatan menjadi terkendala
. 

6. Tidak adanya SDM sekretariat
 untuk mendukung kinerja Komisi Informasi Bengkulu, sehingga terjadi rangkap jabatan di Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu
.  

Opportunities (O) / Peluang

1. Komisi Informasi Bengkulu belum melakukan sosialisasi ke masyarakat secara maksimal
. 

2. Komisi Informasi Bengkulu dapat menjalin kerjasama dengan LSM/NGO/Media/Universitas yang memiliki minat yang sama untuk keterbukaan informasi

3. Komisi Informasi Bengkulu sebagai penyelesaian permasalahan sengketa informasi, sehingga diperlukan pembentukan simpul-simpul informasi di masyarakat
.

4. Antuasiasme masyarakat sangat bagus tentang keterbukaan informasi publik
.

Treaths (T) / Tantangan

1. Perlu adanya sinergi antara SKPD di Provinsi Bengkulu dengan Komisi Informasi Bengkulu untuk melakukan pemberitahuan informasi mengenai hal yang menyangkut kegiatannya
. 

2. Komisi Informasi Bengkulu memperkuat sikap masyarakat
 tentang informasi pemerintah.

3. Komisi Informasi Bengkulu diberikan wewenang untuk mengurus sarana dan prasarana penyebaran informasi ke masyarakat
.

STRATEGI MENGATASI 

Ada empat jenis strategi dalam analisa SWOT yaitu strategi SO (kekuatan peluang), strategi WO (kelemahan peluang), strategi ST (kekuatan ancaman), dan strategi WT (kelemahan ancaman). 

Strategi  Strengths (S) - Opportunities (O) SO
Strategi SO (Strengths - Oportunities) Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. 
Sebaiknya Komisi Informasi Bengkulu menggunakan dukungan yang ada untuk meningkatkan jumlah saluran komunikasi yang digunakan, sehingga program  implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saluran komunikasi yang telah digunakan dimaksimalkan, dan dengan anggaran yang ada saluran komunikasi ditambah, misalnya dengan sosialisasi langsung ke masyarakat, maupun iklan di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media digital (internet).

Strategi  Weakness (W) - Opportunities (O) WO

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

Meningkatkan komunikasi yang efektif antar Dinas Kominfo dengan Komisi Informasi Bengkulu, sehingga kinerja yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan meningkatkan rapat koordinasi terjadwal di internal Komisi Informasi Bengkulu.

Strategi  Strengths (S) - Treaths (T) ST

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
Membuktikan kepada semua pihak yang meragukan program di Komisi Informasi Bengkulu, dengan berbagai aksi yang lebih nyata. Misalnya, menampilkan ke masyarakat bahwa akses untuk memperoleh informasi publik semakin mudah. Sehingga menunjukkan bahwa program Komisi Informasi Bengkulu  ini dapat berkontribusi bagi usaha membuka informasi publik di Provinsi Bengkulu.
Strategi  Weakness (W) - Treaths (T) WT

Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelamahan internal serta menghindari ancaman eksternal.

Personil Komisi Informasi Bengkulu hendaknya meningkatkan keluasan koneksi, sehingga program Komisi Informasi Bengkulu ini bisa diketahui masyarakat luas walaupun dengan personil yang tidak banyak. Misalnya dengan menggunakan media internet (jejaring sosial, FB, Twitter, email, chat, dsb).
D. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 

Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berjumlah 5 (lima) orang. Mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat, dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan wakil ketua, dipilih oleh para anggota Komisi Informasi DKI Jakarta melalui pemungutan suara anggota (musyawarah). Pemilihan ketua dipilih setiap dua tahun masa jabatan oleh para anggotanya. Tugas ketua dan wakil ketua lebih mengarah ke arah membangun hubungan dengan instansi lain, serta melakukan manajerial di internal Komisi Informasi DKI Jakarta. Sedangkan bidang lainnya yakni Bidang Kelembagaan; Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi; serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi lebih mengarah ke tugas yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik pada tanggal 29 Februari 2016 oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahya Purnama, M.M. Dalam seleksi anggota komisioner yang diikuti oleh sebanyak 40 orang dan setelah dilakukan seleksi penyaringan panitia dan diajukan kepada DPRD sebanyak 10 orang memilih anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 orang. Selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Keputusan 301 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yakni Gede Narayana, S.E., Msi, Dr. Nani Nurani Muksin, Msi, H. Mohammad Dawam, SHI., MH, Alamsyah Basri, S.T., MH, dan Wa Ode Asmawati, M.Si. Dalam hal sekretariat, Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi (KPKI) Provinsi DKI Jakarta memiliki SDM sekretariat yang sama dengan tupoksi dan kewenangan yang berbeda
.  

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memiliki visi yakni menjadi agen transformasi keterbukaan informasi Publik yang terpercaya, relevan, berkualitas dan berdampak positif bagi pelayanan publik diprovinsi DKI Jakarta. Sedangkan misinya yakni mengembangkan dan memfasilitasi keterbukaan Informasi publik yang relevan, berkualitas dan berdampak positif bagi kepentingan masyarakat luas dantata kelola badan publik yang sehat" dalam rangka mewujudkan pelayanan serta partisipasi publik dalam pembangunan yang lebih baik. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memiliki values yakni bekerja dengan proaktif, berfokus pada kepentingan publik, melayani dengan penuh kepedulian, memfasilitasi budaya keterbukaan dan akuntabilitas, menyelesaikan dengan memberikan dampak positif. Hingga saat ini (2016) terdapat 344 pengajuan kasus yang masuk dalam Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta
Dasar hukum  pembentukan Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta secara eksplisit telah termuat dalam UU KIP, namun dipertegas dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta. Dan  secara tugas pokok dan fungsi dibentuk Sekretariat untuk membantu kinerja para komisioner. 

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta digabung dengan Sekretariat Komisi Penyiaran, dipegang oleh satu pejabat eselon III dengan surat penugasan (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta
.  

Sekretariat Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi DKI Jakarta. Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Tugas inti dari Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi, sedangkan fungsi sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta terdiri dari Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program; Penyediaan dukungan administrasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan; dan Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. 

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan susunan Komisi Informasi DKI Jakarta terdiri dari 5 komisioner, terdiri dari Ketua Komisi (1 Orang), Wakil Ketua (1 orang), Koordinator bidang kelembagaan (1 orang), Kordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (1 orang), dan Kordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (1 orang). Sedangkan Sekretariat Komisi Informasi DKI Jakarta untuk saat ini terdiri dari dua orang PNS (Dinas Kominfo), serta Lainnya adalah pegawai kontrak (honorer). Adapun tuhasnya yakni Sekretaris (1 orang-PNS), Bagian Keuangan (1 orang-PNS), sedangkan lainnya adalah Honorer. Dalam pelaksanaannya, semua staf sekretariat merupakan tenaga PNS dan honorer dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta. Pelibatan PNS tersebut dilibatkan secara ex officio, atau penugasan penuh melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan, maka, maka matrik analisis SWOT yang terlihat adalah sebagai berikut: 
Strengths (S) / Kekuatan

1. Komisi Informasi DKI Jakarta telah menggunakan teknologi aplikasi sehingga hasil dari keputusan Komisi Informasi DKI Jakarta dapat diunduh melalui media internet
 

2. Terdapat dua jenis penerimaan anggaran di dalam Komisi Informasi DKI Jakarta. Pertama, melalui Dinas Kominfo menyediakan anggaran bagi terlaksananya kegiatan Komisi Informasi DKI Jakarta, kedua melalui dana hibah (DPA) langsung ke komisioner
.

3. Komisi Informasi DKI Jakarta memiliki kekuatan untuk memberikan penunjang data terkait kasus2 lainnya. Misalnya sengketa tanah, sengketa lahan, dsb
.
4. Komisi Informasi DKI Jakarta selalu berkordinasi dengan PTUN (Pengadilan Tinggi Urusan Niaga) serta Oumbudsman dalam menangani kasus sengketa
.
5. Komisi Informasi DKI Jakarta, pertama kali  dilantik pada tanggal 15 Maret 2012  oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan 5 (lima) orang komisioner. Bekerja melakukan pembenahan-pembenahan, mencari terobosan atau strategi untuk mencapai target dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang madani melalui keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta
.

6. Sangat aktif dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik melalui 3 kegiatan, yaitu Melakukan Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, Melakukan Advokasi Kepada Badan Publik, dan Melakukan Sidang Ajudikasi dalam Sengketa Informasi
.

7. Respon masyarakat terhadap KIP diwilayah Provinsi DKI Jakarta sangat antusias dan terbuka. Dari mulai tahun 2012 – 2016 sebanyak 434 kasus
.

8. Dalam kurun waktu Semester Pertama tahun 2016 kurang lebih 70 Nomor yang sudah diselesaikan dari 434 perkara
.

9. Dilihat dari eksistensi KI ada pada landasan Hukum Formalnya yaitu: pada UU No 14 Tahun 2008. Sebagai landasan hukumnya ada di Pasal 3, dan dalam satu bahasa terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang  baik, bersih,  transparan, dan akuntabel, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan yang sangat mulia, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
.

Weakness (W) / Kelemahan

1. Sekretariat Komisi DKI Jakarta menangani dua Komisi yakni Komisi Penyiaran Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi, sehingga tidak terfokus dalam pekerjaannya

2. Terdapat 12 PNS yang menangani dua komisi, sehingga sangat sulit untuk melakukan kordinasi
. Terdapat tenaga honor 27 orang, namun lebih condong ke arah Komisi Penyiaran Provinsi (Dua Shift pagi dan malam).

3. Anggaran kegiatan sosialisasi Komisi Informasi Provinsi tidak ada, sehingga penyebaran informasi ke masyarakat hanya sebatas melalui media jejaring sosial internet
 

4. Terdapat hutang sengketa kasus di tahun lalu (2015) yang harus diselesaikan di tahun 2016 yakni 166 perkara.

Opportunities (O) / Peluang

1. Komisi Informasi DKI Jakarta menjadi salah satu lembaga provinsi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa informasi
.

2. Penguatan kelembagaan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. baik dalam negeri maupun negara sahabat yang ada di DKI Jakarta.  Seperti Australia dan Amerika. Trendnya komisioner lebih baik melakukan sosialisasi, edukasi kerjasama daripada melakukan ajudikasi/penyelesaian melalui persidangan

Treaths (T) / Tantangan

1. Banyak LSM yang mengajukan pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi DKI Jakarta  ternyata hanya sebatas menarik keuntungan semata
. Untuk kepentingan LSM semata.

STRATEGI MENGATASI 

Ada empat jenis strategi dalam analisa SWOT yaitu strategi SO (kekuatan peluang), strategi WO (kelemahan peluang), strategi ST (kekuatan ancaman), dan strategi WT (kelemahan ancaman). 

Strategi  Strengths (S) - Opportunities (O) SO
Strategi SO (Strengths - Oportunities) Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. 
Sebaiknya Komisi Informasi DKI Jakarta menggunakan dukungan yang ada untuk meningkatkan jumlah saluran komunikasi yang digunakan, sehingga program  implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saluran komunikasi yang telah digunakan dimaksimalkan, dan dengan anggaran yang ada saluran komunikasi ditambah, misalnya dengan sosialisasi langsung ke masyarakat, maupun iklan di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media digital (internet).

Strategi  Weakness (W) - Opportunities (O) WO

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

Meningkatkan komunikasi yang efektif antar Dinas Kominfo dengan Komisi Informasi DKI Jakarta, sehingga kinerja yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan meningkatkan rapat koordinasi terjadwal di internal Komisi Informasi DKI Jakarta.

Strategi  Strengths (S) - Treaths (T) ST

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
Membuktikan kepada semua pihak yang meragukan program di Komisi Informasi DKI Jakarta, dengan berbagai aksi yang lebih nyata. Misalnya, menampilkan ke masyarakat bahwa akses untuk memperoleh informasi publik semakin mudah. Sehingga menunjukkan bahwa program Komisi Informasi DKI Jakarta  ini dapat berkontribusi bagi usaha membuka informasi publik di Provinsi DKI Jakarta.
Strategi  Weakness (W) - Treaths (T) WT

Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelamahan internal serta menghindari ancaman eksternal.

Personil Komisi Informasi DKI Jakarta hendaknya meningkatkan keluasan koneksi, sehingga program Komisi Informasi DKI Jakarta ini bisa diketahui masyarakat luas walaupun dengan personil yang tidak banyak. Misalnya dengan menggunakan media internet (jejaring sosial, FB, Twitter, email, chat, dsb).
PENUTUP

Berdasarkan analisis SWOT, tampak beberapa Kesimpulan, Saran serta Rekomendasi yang diperoleh:

KESIMPULAN 
1. Bentuk kelembagaan Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta) , merupakan lembaga independen, namun dengan penganggaran melekat pada Dinas Kominfo Provinsi yang bersangkutan membuat Komisi Informasi yang bersangkutan memiliki keterbatasan dalam melakukan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran.
2. Dalam hal SDM, PNS yang ditugaskan secara ex officio  pada sekretariat Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta), menyebabkan tugas dan fungsi sekretariat berjalan kurang maksimal.

SARAN

1. Sebaiknya Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta)  menggunakan dukungan yang ada untuk meningkatkan jumlah saluran komunikasi yang digunakan, sehingga program  implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saluran komunikasi yang telah digunakan dimaksimalkan, dan dengan anggaran yang ada saluran komunikasi ditambah, misalnya dengan iklan di berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media digital (internet)
2. Meningkatkan disiplin serta komunikasi yang efektif antar personil di internal Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta), sehingga kinerja yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dengan meningkatkan rapat koordinasi di internal Komisi Informasi yang bersangkutan.
3. Membuktikan kepada semua pihak yang meragukan program di Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta), dengan berbagai aksi yang lebih nyata. Misalnya, benar-benar menampilkan ke masyarakat bahwa akses untuk memperoleh informasi publik semakin mudah. Sehingga benar-benar menunjukkan bahwa program Komisi Informasi di wilayah yang bersangkutan  ini dapat berkontribusi bagi usaha membuka informasi publik di wilayahnya.
4. Personil Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta)  hendaknya meningkatkan keluasan koneksi, sehingga program Komisi Informasi yang bersangkutan ini bisa diketahui masyarakat luas walaupun dengan personil yang tidak banyak. Misalnya dengan menggunakan media internet (jejaring sosial, FB, Twitter, email, chat, dsb).
5. Dalam hal SDM anggota sekretariat, sebaiknya dilakukan pengangkatan ulang SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (misalnya: lelang posisi anggota sekretariat), serta perlunya pengikutsertaan SDM sekretariat Komisi Informasi dalam pelatihan-pelatihan TIK, sehingga tugas dan fungsi sekretariat berjalan maksimal.    

6. Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta)  sebaiknya memiliki otonomi khusus, dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan anggaran APBD Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.  Sehingga memudahkan dalam melakukan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran, serta melakukan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak membebani anggaran SKPD lainnya.

REKOMENDASI
1. Perlu dibentuk Pengawas Kinerja Komisi Informasi Jambi melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Gubernur, sebagai bahan evaluasi, sehingga kinerja Komisi Informasi Daerah di wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan DKI Jakarta (sebagai wilayah kerja BPPKI Jakarta)  menjadi terarah dan terukur. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk harmonisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Bentuk Kelembagaan Komisi Informasi di daerah. 
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� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Firmansyah (17.58)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Firmansyah (37.56); catatan komisioner Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Emex Verzoni: anggaran sebaiknya dari APBN, dengan susunan hierarki dari Komisi Informasi Pusat, sehingga benar-benar independen.


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Sekretaris Dishubkominfo Prov. Bengkulu Sanuludin (02.02)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Emex Verzoni (55.30)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Firmansyah (08.12)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Firmansyah (09.46)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Emex Verzoni (48.14)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Sekretaris Dishubkominfo Prov. Bengkulu Sanuludin (05.47)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Komisioner Komisi Informasi Prov. Bengkulu Emex Verzoni (48.14)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Sekretaris Dishubkominfo Prov. Bengkulu Sanuludin (03.10)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Sekretaris Dishubkominfo Prov. Bengkulu Sanuludin (06.29)





� http://kip.jakarta.go.id/headline/detail/49


� http://kip.jakarta.go.id/psi/jadwalAjudikasi dan http://kip.jakarta.go.id/psi/putusanMediasi


� http://kip.jakarta.go.id/headline/detail/49


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (19.19)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (40.25)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (01.04.13)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (01.05.05)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Jawaban terulis Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Jawaban terulis Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Jawaban terulis Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Jawaban terulis Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Ketua Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Gede Narayana (05.10)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (15.57)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (16.06)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (16.22)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (41.06)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (46.31)


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Jawaban terulis Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta


� Data Olah BPPKI Jakarta 2016. Kepala Sekretariat Komisi Informasi  Prov. DKI Jakarta Wiwi Wijayanti (35.59)
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